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ABSTRAK

Judul: IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI PENYELESAIAN KASUS ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESORT KLATEN

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort  Klaten. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana implementasi diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten?; apa faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten ?; Penelitian ini termasuk tipologi penelitan hukum normatif-empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung di unit PPA Kepolisian Resort Klaten dan Bapas Klas II Surakarta serta melalui kepustakaan, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil studi ini menunjukan bahwa pekasanaan diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten sudah berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten yaitu lebih kepada faktor masyarakat, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas. Penelitian ini merekomendasikan penyidik unit PPA Kepolisian Resort Klaten agar tetap memerhatikan peraturan pelaksanaan yang sudah ada dan juga tetap memerhatikan sarana dan fasilitas yang khusus diterapkan dengan anak (fasilitas dan sarana serta seragam yang digunakan). Adapun dengan Bapas Klas II Surakarta lebih baiknya segera membuat kantor Bapas di wilayah kabupaten klaten agar optimal dalam melakukan penelitian kemasyarakatan.
Kata-kata kunci (keywords): diversi, kasus anak, penyidikan, sistem peradilan pidana anak dan restoratif justice.
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

       Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum menjadikan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi. 
       Berdasarkan definisi diatas, maka slogan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Kehadiran hukum bukan saja untuk mengatur dan mencegah konflik dalam kehidupan bernegara tetapi juga untuk melindungi hak-hak dari warga negara.

       Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.
 

       Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

       Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dirawat dan dijaga oleh setiap manusia dan dilindungi setiap tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai generasi penerus bangsa yang akan memiliki peran strategis untuk masa mendatang. 

       Lingkungan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak yang membutuhkan peran penting dalam pembentukan karakter pada khususnya adalah ibu. Sosok ibu menjadi tokoh utama dalam proses pembentukan karakter dan sebagai arsitektur kehidupan anak untuk pertama kalinya. 

       Selanjutnya, anak akan menjalani proses sekolah dan akan diajarkan character bulding oleh guru-guru di sekolah. Setelah itu anak akan membaur dengan masyarakat dan disitulah dimulai proses bermasyarakat dengan menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya. Tentu, orang tua mengharapkan anaknya untuk sukses dalam bermasyarakat.

       Perkembangan zaman yang diiringi dengan peningkatan tingkat kriminalitas menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sebab kejahatan tidak lagi di monopoli oleh orang dewasa saja, tetapi juga telah merambah pada dunia anak. 
       Kondisi tersebut mengharuskan diperlukannya perangkat hukum sebagai sarana dalam mengendalikan lajunya berbagai kejahatan, khususnya yang terjadi di kalangan anak.

       Saat ini telah muncul berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan telah ada hukum peradilan anak yang diartikan sebagai serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan peradilan anak dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan. Termasuk aturan tentang kualifikasi penegak hukumnya dan semua peraturan yang berkaitan dengan peradilan anak.

       Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif akibat perkembangan akan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

        Berdasarkan fenomena tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar anak tersebut. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak. 

       Perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

       Convention on the Right of the Child (CRD) merupakan konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak. Semua negara bersepakat bahwa anak adalah satu kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
 

       Konvensi tersebut memuat prinsip-prinsip pelaksanaan terhadap pemenuhan hak-hak anak yaitu tentang prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pandangan anak.  
       Selain itu, perlindungan terhadap hak anak harus lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan khususnya kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 

       Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan UU-SPPA) mengatur peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

       Peradilan Anak tentu objeknya adalah anak, meskipun dalam peradilan anak itu tidak semata-mata bersinggungan dengan anak. Terdapat hal lain yang menjadi bagian yang bersinggungan dengan anak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan karena menjadi motor dan penggerak berjalannya peradilan anak, baik berkaitan dengan sarana prasarana dan terutama sumber daya manusia. 

       Indonesia telah mempunyai peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur pembinaan dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana anak terutama dalam proses peradilannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang pengesahan hak-hak anak). 
       Selain itu terdapat instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak  yang diimplementasikan di Indonesia seperti Peraturan-Peraturan Minimum Standart Persatuan Bangsa-Bangsa (disingkat menjadi PBB) mengenai administrasi peradilan bagi remaja/anak  “Beijing Rules” (resolusi Majelis PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985).

       Terminologi “peradilan anak” muncul dan digunakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, terminologi yang digunakan adalah “pengadilan anak”.

       Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut menggunakan terminologi Pengadilan Anak  untuk membedakan istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah oleh Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan tentang “Badan-Badan Peradilan”. 

       Namun, setelah Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku, maka terminologi “Pengadilan Anak” lebih menekankan pada institusi penyelenggaraan peradilan anak, sementara istilah “Pengadilan Anak” dimaksudkan rangkaian proses penyelenggaraan penyelesaian perkara anak.

       Sampai saat ini di Indonesia penggunaan istilah anak masih pluralistis dan belum ada unifikasi yang jelas terhadap hal ini. 
       Anak dikatakan dewasa dalam hukum adat ketika anak tersebut sudah kuat gawe yang berarti ia dapat mengurus dirinya sendiri dan harta kekayaan yang ia miliki serta cakap dalam melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. 
       Berbeda dengan hukum perdata yang membatasi usia anak yaitu jika belum berusia 18 tahun atau belum kawin. 
       Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa dapat disebut dengan anak yaitu ketika umurnya kurang dari 18 tahun. 
       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi anak dalam 3 macam, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tindak pidana. 
       Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak  adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun. 
       Anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak saksi adalah ketika usia anak tersebut belum mencapai 18 tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan proses peradilan sebagaimana yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. 
       Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak korban yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana ketika usianya belum mencapai 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. 

       Pada setiap proses peradilan pidana yang pelaku atau korbannya adalah anak, mengharuskan adanya proses diversi yang melibatkan semua pihak, baik anak yang melakukan tindak pidana, orang tua anak tersebut, pembimbing kemasyarakatan, anak yang menjadi korban, orangtua anak yang menjadi korban, dan tenaga sosial profesional. Proses diversi ini sering disebut juga sebagai restoratif justice karena melibatkan para pihak tersebut diatas.  

       Dalam United Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenuile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, disebutkan bahwa diversi (divertion) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengenai atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

       Ide diversi adalah gagasan, pemikiran, jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penagak hukum (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pembina lembaga pemasyarakatan), diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orangtua/walinya, peringatan, pembebanan denda/restitusi, pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.

       Pada tahun 2015, Klaten sebagai kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk dengan usia 10 sampai 14 tahun berjumlah 82. 985 dan usia 15 sampai 19 tahun berjumlah 87. 783.
 Hal ini tentunya tidak terlepas dengan perilaku yang dilakukan tersebut ada penyelewengan atau kejahatan.
       Dari data penulis yang telah diteliti, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten mencatat ada 105 anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Klaten. Dari 105 ABH, 40 ABH terkait kekerasan seksual.

       Berdasarkan hal-hal tersebut menandakan bahwa masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti kasus di klaten tersebut, menunjukkan harus ada perlindungan terhadap anak. 

       Penulis juga telah melakukan pra penelitian, sampai bulan juni 2017 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Klaten bahwa dapat disajikan dalam data tabel berikut:
 

	No
	Tahun
	Jenis Pidana
	Jumlah Korban
	Jumlah Pelaku

	1
	2015
	Penganiayaan
	5
	2

	
	
	Pencabulan
	8
	0

	
	
	Persetubuhan
	15
	1

	
	
	Pencurian
	0
	1

	2
	2016
	Penganiayaan
	8
	1

	
	
	Pencabulan
	4
	2

	
	
	Persetubuhan
	21
	7

	3
	2017
	Penganiayaan
	0
	0

	
	
	Pencabulan
	2
	0

	
	
	Persetubuhan
	3
	0

	
	
	Pengrusakan
	0
	1


Sumber : Bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Klaten

       Dari hasil data pra riset yang penulis lakukan dalam kurun waktu 2015 hingga 2017 di Kepolisian Resort Klaten dapat diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan, pencabulan, dan persetubuhan masih menjadi mayoritas kejahatan anak di klaten yang pihaknya adalah anak. 

       Berdasarkan hal tersebut, maka perlu perhatian perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban dan pelaku. Pelaksanaan diversi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Peraturan pemerintah ini sebagai peraturan pelaksana UU-SPPA. 

       Sebelum terbitnya peraturan pemerintah ini, telah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai mengisi kekosongan hukum.
       Penulis, sebelumnya telah melakukan pra riset sebelum menetukan judul dan rumusan masalah yang akan diteliti. Pra riset tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah upaya diversi telah diterapkan di Kepolisian Resort Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dan apa saja yang menjadi hambatan atau kendala penyelesaian terhadap kasus anak tersebut.

       Dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dan melakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Diversi Sebagai Penyelesaian Kasus Anak pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Klaten.
B. Rumusan Masalah
     Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini akan memfokuskan kepada dua bahasan pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana implementasi diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten ?
C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi  diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten.

D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Kejahatan Anak
       Berbicara tentang sistem peradilan pidana anak, maka tidak bisa dilepaskan dari perilaku anak yang melakukan tindak pidana. Dalam bahasa asing kenakalan anak bisa disebut dengan Juvenile Delinquency. 

       Pengertian Juvenile Delinquency secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari arti kata juveniel dan arti kata delinquency. Juvenile sinonim dengan istilah young person (orang yang muda), youngster (masa muda), youth (kaum muda), child (anak-anak), ataupun adolescent (remaja). Adapun delinquency adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, yang jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan kejahatan.

       Delinquency ada dua bentuk, yaitu criminal delinquency offence dan status delinquency offence. Criminal delinquency offence atau juvenile crime, contohnya, pembunuhan, perampokan, sergapan, pencurian, dan pembunuhan. Sedangkan status delinquency offence adalah pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari suatu orang tua atau wali.

       Di berbagai negara, pelaku status delinquency offence diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk kemudian diserahkan kepada lembaga pembinaan kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan anak.

       Delinquency juga berarti doing wrong, terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, perbuatan ribut, pengacau, penteror tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

2. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak
       Anak yang berhadapan dengan hukum  atau anak mempunyai aturan khusus dalam penerapan hukum pidana yaitu dengan melalui sistem peradilan pidana anak yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
       Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

       Sedangkan sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (juvenile delinquency) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan pemasyarakatan anak.

       Sistem peradilan pidana anak menurut The Beijing Rules dimuat pada Pasal 5 bertujuan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi :

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

b. Pemeriksaan anak di sidang pengadilan yang diadili dalam sidang anak yang berada di lingkungan peradilan umum; dan

c. Pada tahap penyidikan maupun penuntutan wajib diupayakan diversi. Sedangkan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak Anak (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 13) berasaskan :

1) Perlindungan;

2) Nondiskriminasi;

3) Kepentingan terbaik bagi anak;

4) Penghargaan terhadap pendapat anak;

5) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

6) Pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; dan

7) Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

     Diversion (pengalihan) pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program diversi sebagaimana dicantumkan dalam The Beijing Rules akan memberi jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi.

     Berkaitan dengan program diversi maka harus dirancang program intervensi yang efektif misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan kerja, persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi energi yang positif dan kreatif.

       Program diversi pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghormati orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.

3. Tinjauan Umum Penyidikan Anak

       Tahap penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam sistem peradilan pidana dalam rangka tercapainya tujuan penegakan hukum pidana, karena pada tahap penyidikan ini lah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.
 

       Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahap penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

       Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan “bukti”, dalam ketentuan tersebut diatas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti.
 

       Negara indonesia, masalah terkait kewenangan dan ketentuan mengenai “penyidikan” diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan lain di luar KUHAP.

       Menurut Pasal 1 KUHAP, disebutkan mengenai penyidik maupun penyidikan, yang memiliki pengertian :

(1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

(2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

       Dalam memeriksa perkara anak, terdapat perbedaan perlakuan dengan memeriksa perkara orang dewasa, hal ini terwujud ketika pemeriksaan, penyidik tidak memakai seragam formal, dilakukan secara kekeluargaan, dan dilakukan di tempat khusus. 

       Mengingat psikologis anak yang masih rentan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya. Sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan secara khusus terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik.
       Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus mengacu dan dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. 

       Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak meliputi :

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

       Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak  haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

       “Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara” 

       Berdasarkan ketentuan tersebut menghendaki bahwa pemeriksaan  yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak wajib dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.
 

       Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

       Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannnya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.
 

       Oleh karenanya ketentuan Pasal 18 tersebut, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. 

       Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

        Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan. Hal ini  mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

E. Definisi Operasional

       Untuk menghindari dualisme pemahaman dan pengertian guna memberi arah kepada pelaksanaan pengumpulan data, di dalam penelitian ini terdapat beberapa terminologi yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa operasional sebagai berikut :

1. Implementasi : sebagai perwujudan dari pelaksanaan diversi dalam praktik nyata yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah pada praktiknya. 

2. Diversi : dapat diartikan sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada penelitian ini mengkhususkan proses diversi pada tahap penyidikan.

3. Kasus Anak : yaitu anak yang berhadapan dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwasannya anak menunjukkan sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana tersebut ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

4. Penyidikan : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penelitian ini, terfokus pada penyidikan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Klaten.
F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

       Membuat karya tulis ilmiah sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu, wawasan, dan keterampilan dalam kajian hukum acara pidana dan sebagai kewajiban penulis nuntuk mengerjakan tugas akhir.

2. Bagi Masyarakat

       Memberikan khazanah pengetahuan bagi masyarakat terkait kasus anak dalam penyelesaiannya melalui upaya diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Klaten.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

       Menambah wawasan dalam kajian perspektif hukum peradilan anak dan menjadi acuan penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
G. Metode Penelitian

       Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan adanya metode. Metode ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mencari data dan memberi petunjuk teknis penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian ini terdiri dari :

1. Fokus Penelitian

       Penelitian ini terfokus pada  penyelesaian kasus anak melalui diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten.

2. Jenis Penelitian

       Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), yaitu penelitin terapan yang bermula dari ketentuan hukum positif (perundang-undangan) yang diberlakukan pada suatu peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat.

3. 
Pendekatan Masalah

       Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-sosiologis yaitu, yaitu penelitian yang terjun langsung dilapangan yang didukung oleh undang-undang dan buku-buku terkait. Penelitian jenis ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariannya (law in action).
  Mengingat peneliti memilih jenis penelitian yuridis sosiologis, data yang diutamakan adalah data primer, dengan tujuan untuk menemukan data tentang kecenderungan konsep Diversi dilapangan (dalam  proses penyidikan).
4. Objek Penelitian

       Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti atau dikaji yang dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang memberikan informasi  atau data penelitian  yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) objek yang akan diteliti yaitu :

a. Implementasi diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Klaten
b. Faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Klaten
5. Subjek Penelitian

       Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti yaitu :

a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Klaten.

1) Suardi Jumaing., SH, S.I.K., M.H., selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Klaten;
2) Suyana, SH., selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Klaten;
3) Sri Wahyuningsih, selaku Penyidik Pembantu unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Klaten.
b. Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta.
1) Sutomo, A. Ks., M.H., selaku Kasubsie Bimbingan Klien Anak

2) Hasan Asngari, A. Ks., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta;

3) Retno Ambar Pratiwi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta;
6. Sumber Data
       Suatu penelitian hukum memerlukan data yang berfungsi untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini, dan dapat memberikan deskripsi mengenai objek yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karenanya, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.
 Hal ini dilakukan dengan wawancara langsung di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Klaten dan Pembimbing Kemasyarakatan  Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (libraryresearch). Mencakup dokumen resmi, hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun surat-surat yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literatur, buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat terdiri dari :

a) Website;
b) Kamus hukum; dan
c) Kamus  Besar Bahasa Indonesia.
7. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer dilakukan dengan cara :

1) Wawancara

       Teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada ahli yang berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh data yang diperlukan, yaitu  kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Klaten dan Pembimbing Kemasyarakatan  Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta.

b. Data sekunder dilakukan dengan cara :

1) Studi pustaka yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.
8. Analisis Data 
       Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengungkap fakta-fakta yang terjadi saat penelitian berjalan yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. Data yang diperoleh berasal dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang.

       Selanjutnya hasil dari analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini yang kemudian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan serta memberi saran seperlunya.

9. Sistematika Penulisan

       Guna memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka disajikan tentang sistematika penulisan skripsi dan pembahasan yang dipergunakan dalam penyusunan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan. Adapun bab-bab tersebut meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
       Pada bagian pendahuluan ini berisi tentang uraian latar belakang masalah implementasi diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di kepolisian resort klaten, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, serta metode penelitian.
BAB II TINJAUAN UMUM
       Dalam bab kedua ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang implementasi diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Klaten. Adapun sub bahasannya yaitu, Tinjauan Umum Tentang Anak, berupa Pengertian Anak, Pengertian Kenakalan Anak atau Juvenile Delinquency, Hak-Hak Anak., Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana, berupa Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana, Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak., Tinjauan Umum tentang Diversi dan Retoratif Justice, berupa Pengertian Diversi dan Tujuan Diversi, Jenis dan Penggolongan Diversi, Mekanisme Diversi Pada Tahap Penyidikan, Keadilan Restorasi atau Restoratif Justice., Tinjauan Umum tentang Penyidikan berupa, Pengertian Penyelidikan, Pengertian Penyidikan., Tinjauan Umum tentang Hukum Islam, berupa Pengertian Anak dalam Islam, Hak-Hak Anak dalam Islam, Pandangan Islam tentang Keadilan Restorasi atau Restoratif Justice.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
       Dalam bab ketiga ini akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan permasalahan hasil implementasi diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Klaten dan  Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta serta Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Klaten.
BAB IV KESIMPULAN
       Dalam bab keempat skripsi ini, membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis-analisis yang dilakukan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang juga merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yang menjadi objek pada penulisan ini.

       Selain hal tersebut, dalam bab ini juga disajikan mengenai saran-saran penulis sebagai rekomendasi sebagai pemecahan solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN DIVERSI 

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

       Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT yang memiliki peran strategis yaitu sebagi generasi penerus bangsa. Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. 
       Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif di indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (minderjarig ondervoordij). 
       Konklusi substansinya, hukum positif di indonesia tidak mengenal unifikasi hukum bersifat baku, imperatif, dan berlaku secara universal keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian anak serta tidak menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

       Sementara itu, pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berbeda halnya dengan yang diatur dalam hukum adat dan hukum islam. 
       Menurut hukum islam, seseorang dapat disebut anak dapat ditentukan ketika anak tersebut belum memiliki  tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa, seperti perubahan bentuk fisik pada tubuh, semisal tumbuh jakun, mulai tumbuh kumis dan sudah mimpi basah (akil baligh). 

       Sementara itu menurut Ter Haar, seorang tokoh hukum adat, menyatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu dengan melihat unsur yang dipenuhi seseorang, seperti apakah anak tersebut itu sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

       Berdasarkan pada kedua definisi tersebut mengenai anak, sebagaimana yang diatur dalam hukum islam dan hukum adat, sama-sama  menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan berdasarkan batasan usia. Dalam hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkatan kedewasaan.
 
       Hukum Internasional juga mengatur tentang definisi anak, sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child pada tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Perdilan Anak atau  United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) pada tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948.

2. Pengertian Kenakalan Anak atau Juvenile Delinquency
       Kenakalan anak diambil dari istilah asing yaitu juvenile delinquency. Juvenile Delinquency sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu juvenile dan delinquency. 

       Juvenile dapat diartikan sebagai young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquency didefinisikan sebagai doing wrong yang diartikan sebagai terabaikan/mengabaikan, kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pengacau, penteror, dan lain-lain.
 

      Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), yang dimaksud dengan kenakalan ialah suatu perbuatan nakal atau tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, sedangkan pengertian anak menurut KBBI adalah manusia yang masih kecil.

       Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan Juvenile Delinquency adalah Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

       Menurut Romli Atasasmita, Juvenile Delinquency dirumuskan sebagai setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

       Berdasarkan definisi tersebut diatas, sebagaimana yang dikemukakan oleh para tokoh dapat disimpulkan bahwa juvenile delinquency adalah suatu perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh anak belum dewasa, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan jahat menurut hukum yang berlaku.
3. Hak dan Kewajiban Anak

       Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, khususnya anak-anak di Indonesia. 

       Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkambangan masyarakat indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

       Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM) merupakan instrumen internasional dibidang HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian, sudah pasti pemenuhannya tidak ditemukan oleh batas usia.
       Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. 

       Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

       Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

       Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

       Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dilakukan perubahan, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

       Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi prinsip non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Adapun penjelasannya akan diterangkan sebagai berikut:

a. Non diskriminasi

Dalam prinsip tersebut terkandung makna bahwa setiap anak harus diberlakukan sama dengan dengan tidak ada perbedaan-perbedaan.

b. Kepentingan terbaik bagi anak
Maksud dari kepentingan terbaik bagi anak ialah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Prinsip ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak
Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. 

       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk ratifikasi dari Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres) Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

       Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Oleh karenanya, hak anak sangat dijamin pelindungannya dengan adanya Undang-Undang tersebut.

       Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak-hak terhadap anak yang sedang berperkara dengan hukum telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai    dengan umurnya;

b. Dipisahkan dari orang dewasa;

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. Melakukan kegiatan rekresioanal;

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

k. Memperoleh advokasi sosial;

l. Memperoleh kehidupan pribadi;

m.  Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
       Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikatakan bahwa pemberian hak terhadap anak tersebut untuk memberikan jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

       Hal terpenting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah bahwa sebenarnya anak bukanlah untuk dihukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana
       Istilah sistem peradilan pidana atau “criminal justice system” saat ini sudah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

        Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.
 

       Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (crime containment system), di pihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.

       Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini tidak bisa terlepaskan dari perundang-undangan sebagai dasar pengaturan sistem peradilan, baik hukum pidana secara materiel yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acara pidana secara formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

       Sementara itu, dalam proses peradilan pidana anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

       Menurut KUHP maupun KUHAP, pengaturan mengenai penanggulangan kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum), dalam KUHAP tidak dikenal diskresi dan diversi. Sebagaimana halnya konsep Restoratif Justice yang sedang dikembangkan UNICEF di seluruh dunia.
  

       Diversi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana 

       Terdapat beberapa bentuk dan fungsi sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Bentuk sistem peradilan pidana tersebut yaitu Sistem Inquisitoir dan Sistem Aquisatoir.
 

       Sistem inquisitoir dan sistem aquisatoir memiliki pengertian yang berbeda. Sistem Inquisitor adalah sistem yang bekerjanya berlangsung secara rahasia, tidak banyak yang mengetahui kapan dan dalam hal apa pemeriksaan itu dilakukan. 

       Para petugas hukum dalam upaya mengungkap suatu kejahatan, kegiatannya direncanakan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam hal itu dilakukan sendiri dengan pencermatan dan pengawasan yang ketat.
 

       Pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dan dilakukan pada tempat tertentu yang tidak ada orang selain petugas dan orang yang menjadi objek pemeriksaan. Sehingga orang yang menjadi objek pemeriksaan tersebut tidak memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya.
 

       Tujuan dilakukannya pemeriksaan tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan (confession) bahwa benar ia telah melakukan sebuah perbuatan yang diduga merupakan suatu kriminal.

       Sementara itu yang dimaksud dengan sistem Aqusatoir adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkatan.
 

       Jadi, dalam pemeriksaan ini orang yang menjadi objek pemeriksaan mendapatkan hak-haknya dengan didampingi dan dibela oleh penasihat hukumnya.

     Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan aqusatoir sejalan dengan keadilan restorasi pada penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena telah melibatkan semua pihak untuk bersama-sama memecahkan permasalahan secara kekeluargaan.

       Menurut Rusli Muhammad fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Fungsi Preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah  terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan.

2. Fungsi Represif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana. 

       Muladi juga berpendapat bahwa, sistem peradilan pidana mempunyai fungsional ganda yakni, di satu sisi berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (crime containment system).
 

       Sementara, dari sisi lain hukum peradilan pidana juga  berfungsi untuk pencegah sekunder (secondary prevention), yakni mengurangi kejahatan di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.

3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak
       Istilah sistem peradilan pidana anak (SPPA) merupakan suatu terjemahan dari istilah The Juvenile Justice Sistem, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang terhubung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

       Sistem Peradilan Pidana Anak  hakikatnya terdapat kesamaan dengan Sistem Peradilan Pidana pada umumnya. Jika membicarakan Sistem Peradilan Pidana Anak maka sifatnya integral, menyatu dan berkorelasi dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan dikenal pada saat ini di Indonesia.

       Dengan demikian sistem peradilan pidana anak memberikan suatu definisi berupa keseluruhan proses peradilan guna menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di penagadilan, putusan sampai dengan tahap pembinaan atau pembimbingan setelah menjalani pidana.  

4. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak
       Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa asas dalam peradilan pidana anak. Asas-asas tersebut adalah perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Adapun kesepuluh asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

       Pertama,  mengenai perlindungan. Berdasarkan asas ini dimaksudkan untuk memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

       Kedua, mengenai keadilan. Berdasarkan asas ini menentukan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat terhindar stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar. Dalam hal ini proses peradilan anak dari mulai penyelidikan sampai nanti pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat yang khusus memahami masalah anak.

       Ketiga, mengenai asas non diskriminasi. Maksud dalam asas tersebut adalah tidak adanya pelakuan yang berbeda didasarkan pada suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

       Keempat, mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Asas tersebut menandakan bahwa segala sesuatu  tindakan dan pengambilan segala keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan dasar dan paling utama.

       Kelima, mengenai penghargaan terhadap anak. Menurut asas tersebut, memberikan kebebasan terhadap anak untuk mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya.

       Keenam, mengenai kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.  kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

       Ketujuh, mengenai pembinaan dan pembimbingan anak. Maksud dari pembinaan anak adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana anak. Asas selanjutnya adalah pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesioanlitas serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

       Kedelapan, mengenai proporsional. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

       Kesembilan, mengenai  perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak apabila terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara.

       Kesepuluh, mengenai penghindaran pembalasan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus anak baik dari orang tua/wali anak atau keluarganya, orang tua/wali anak korban atau keluarga dan masyarakat, dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan dalam proses peradilan pidana.
C. Tinjauan Umum tentang Diversi dan Restoratif Justice
1. Pengertian Diversi dan Tujuan Diversi

       Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. 
       Diversi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris “Diversion”, menjadi istilah diversi, karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran -sion, -tion, menjadi -si. Oleh karenanya, kata Diversion di Indonesia menjadi diversi.
 

       Istilah diversi di Indonesia pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. 
       Berdasarkan hasil perumusan seminar tentang hal-hal yang disepakati tersebut, antara lain “diversi”, yaitu kemungkinan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan (tidak meneruskan) pemeriksaan suatu perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka persidangan.

       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejatinya menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang tersebut dapat berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak diundangkan pada 30 Juli 2012.

       Menurut Barda Nawawi Arief, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur tentang mediasi penal untuk perkara pidana anak.
  Karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang “Keadilan Restoratif” (restorative justice) dan “diversi”. 

       Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

       Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

       Dari kedua pengertian tersebut diatas, terkesan kuat adanya pengertian “mediasi penal” dalam perkara pidana anak, walaupun undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah “mediasi”. Kesan kuat itu terlihat pula dari redaksi Pasal 52 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri”.
 Begitu pula terlihat dari tujuan diversi dalam Pasal 6, antara lain untuk : 

(a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; dan 

(b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 

       Tujuan demikian hakikatnya sama dengan pengertian mediasi penal yaitu sebagai “Victim-Offender Mediation”, atau “Offender-Victim Arrangement”

       Maksud dari Victim-Offender Mediation adalah mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Berdasarkan model ini dapat melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.
 

       Seorang mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, baik dari tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini dapat diterapkan dalam kasus pidana yang pelakunya adalah anak.
 
2. Jenis dan Penggolongan Diversi

       Secara garis besar, diversi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu :
 Diversi Peringatan, Diversi Informal, dan Diversi Formal. Adapun ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
       Pertama, mengenai jenis diversi peringatan. Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran yang ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi akan mencatat detil kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor kepolisian. 

       Kedua, mengenai jenis diversi informal. Diversi ini diterapkan pada pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. 

       Dalam diversi informal pihak korban harus diajak (dapat melalui telephon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. 
       Rencana diversi informal ini anak akan betanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Anak juga dididik untuk mengetahui kesalahannya dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah ia perbuat, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

       Ketiga, mengenai jenis diversi formal. Dalam diversi ini dapat dilakukan ketika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi peradilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. 
       Oleh karena permasalahan tersebut muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. 
       Proses diversi formal menempatkan korban dan pelaku bertatap muka secara langsung. Hal ini secara internasional disebut sebagai “Restoratif Justice” atau keadilan restoratif.

     Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa penggolongan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat digolongkan dalam 2 (dua) katagori yaitu diversi katagori tindak pidana dan diversi katagori umur anak.

       Pertama, pada diversi katagori tindak pidana, dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Ancam pidana dalam katagori ini adalah penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

       Diversi ini dilakukan  dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak  lain yang terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang mencerminkan keadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan semata-mata sebagai pembalasan.

       Kedua, pada diversi katagori berdasarkan umur anak, dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam. Yaitu diversi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun; dan diversi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun.

       Diversi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) a dan b yaitu meliputi :

a) Menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau wali; atau

b) Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS untuk jangka waktu paling lama enam bulan.
       Selanjutnya, diversi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertama, apabila tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih besar dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kemudian yang kedua, yaitu apabila tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya.

       Apabila dalam hal tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

(a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

(b) Rehabilitasi medis dan psikososial;

(c) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

(d) Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

(e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
       Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), kesepakatan (musyawarah) Diversi dapat dilakukan oleh Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Diversi ini tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban, serta kesediaan anak (pelaku) dan keluarganya.

       Apabila dalam hal tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya, maka bentuk kesepakatan diversinya yaitu meliputi :

(a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

(b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

(c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

(d) Pelayanan masyarakat.
       Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak (pelaku) dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. 
       Apabila diperlukan, dapat juga melibatkan tenaga kerja sosial, dan/atau masyarakat. Diversi dalam hal ini harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak (pelaku) dan keluarganya.

3. Mekanisme Diversi Pada Tahap Penyidikan

       Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, mengenai tahap penyidikan diatur bahwa dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. 

       Penyidik dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.

       Upaya diversi tersebut, dilaksanakan dengan cara penyidik memberitahukan upaya diversi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak dimulainya upaya diversi.
 

       Rumusan tata cara ini memperlihatkan corak baru dalam Sistem Hukum Pancasila, yaitu bahwa suatu upaya untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dapat saja terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana. Yaitu setelah terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penyidikan diketahui dan penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

       Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:
 

a. Pembimbing kemasyarakatan untuk hadir untuk mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan dan 

b. Pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi.

       Pasal 13 ayat (2) menentukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

       Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua wali untuk  menyelesaikan perkara melalui diversi.

        Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun  menerangkan bahwa apabila para pihak sepakat melakukan diversi, maka penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.

        Apabila dalam melakukan upaya musyawarah diversi tersebut para pihak tidak sepakat melakukan diversi, maka penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudia menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada Penuntut Umum.

       Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun  menerangkan bahwa dalam proses diversi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Proses diversi tesebut dilakukan melalui musyawarah diversi.

       Pelaksanaan musyawarah diversi seperti diatas melibatkan:

a. Penyidik; 

b. Anak dan/atau Orang Tua/Walinya; 

c. Korban atau Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali; 

d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan 

e. Pekerja Sosial Profesional.

       Menurut Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, apabila dalam pelaksanaan musyawarah diversi dikehendaki oleh Anak dan/atau Orang tua/Wali, dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:

a. Tokoh agama; 

b. Guru; 

c. Tokoh masyarakat; 

d. Pendamping; dan/atau 

e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. 

       Jika tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah diversi, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

       Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menjelaskan bahwa pelaksanaan musyawarah diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. 

       Musyawarah diversi tersebut dihadiri oleh Anak dan/atau Orang Tua/Wali, Korban, atau Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesioanal.
 

       Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menerangkan bahwa dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi. Kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

       Jika kesepakatan diversi dapat tercapai, Surat Kesepakatan diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau Orang Tua/Wali, Korban, Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

       Menurut Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung Penyidik. 

       Terhitung jangka waktu paling lama tiga hari sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

       Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi.

       Penetapan tersebut diatas disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal penetapan.

       Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Penyidik setelah menerima penetapan, meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut diawasi oleh atasan langsung Penyidik.

       Selanjutnya, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

       Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menjelaskan bahwa dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. 
       Selanjutnya, yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

       Sementara itu, yang dimaksud reintegrasi sosial adalah proses penyiapan Anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait.

       Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. 
       Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

       Laporan tersebut disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

       Selanjutnya Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:
 

a. dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan. Jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada Orang Tua/Wali; 

b. Dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti rugi, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; 

c. Dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS atau 

d. Dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

       Menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun,  surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

        Selanjutnya, surat ketetapan penghentian penyidikan dikirim kepada Penuntut Umum beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan Orang Tua/Wali, Korban, Anak Korban dan/atau Orang Tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

       Menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Divers i dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Jika dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

       Selanjutnya, Penyidik menindak lanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

       Berdasarkan penjelasan diatas, dikemukakan bahwa kesepakatan diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban. Maka oleh karena itu Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, mengatur bahwa Kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan Orang Tua/Walinya.

       Menurut Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun,  Musyawarah tersebut dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan dalam musyawarah diversi diatas dirumuskan dalam Surat Kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau Orang Tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya, Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

       Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, apabila dalam hal kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dalam Pasal 26 tidak mencapai kesepakatan diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

       Dalam hal kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 

       Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun,  Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Selanjutnya Penyidik mengirimkan berkas kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.
4. Keadilan Restorasi
       Persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tetapi merupakan masalah di berbagai belahan negara. Dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat di sekitarnya. 

       Sehubungan dengan hal itu, United Nations Children Fund (UNICEF) mengembangkan konsep restoratif justice  untuk melindungi pelaku tindak pidana anak.

       Keadilan restorasi atau dalam bahasa asing disebut dengan restoratif justice adalah suatu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem hukum pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindakan pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.
 

       Restoratif Justice dianggap cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep restoratif justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.
  

       Konsep Restoratif Justice atau Keadilan Pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrumen-instrumen Hukum Internasional bagi anak yang mempunyai masalah hukum, yaitu :

1) Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985, mengenai “United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice” (“The Beijing Rules”)

2) Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, tanggal 20 November 1989, mengenai “Convention of the Right of the Child” (Konvensi Hak-Hak Anak)

3) Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990, mengenai “United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency” (“The Riyadh Guidelines”)

4) Resolusi Umum PBB 45/113, tanggal 14 Desember 1990, mengenai “United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty”

       Konsep Restoratif Justice dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.

       Proses pemulihan menurut konsep Restoratif justice adalah melalui diversi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.
 

       Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

       Selanjutnya, pengalihan dapat diakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai  dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan. 

       Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada due process of law, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

       Untuk mengetahui perkembangan konsep Restoratif Justice tidak terlepas dari perkembangan teori pemidanaan, mulai dari teori retributif atau teori absolute, teori relatif (deterence), teori penggabungan (integratif), terutama teori treatment dan sosial defence (perlindungan sosial).
 

       Menurut teori treatment, yang dikemukakan oleh aliran positif menyatakan pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Tujuan pemidanaan menurut teori treatment untuk memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.
 

       Adapun yang menjadi landasan pemikiran aliran treatment pelaku kejahatan merupakan orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

       Konsep restoratif justice ini, dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum  pelaku masuk sistem peradilan pidana dan kasus yang masuk sistem peradilan pidana.
 

       Kasus yang masuk sistem peradilan pidana dilakukan dengan cara pihak aparat dalam sistem peradilan pidana menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversi dengan mangalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.

       Sebelum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku, sebenarnya sudah menggunakan konsep restoratif justice. Konsep restoratif justice sudah dijalankan dengan menggunakan dasar hukum Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No. 166 A/KMA/SKB/XII/2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009 Tentang Penangnan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
 

       Dalam pasal 13 butir a SKB tersebut, dinyatakan penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat.  

       Dalam hal tindak pidana ringan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP.
 

       Peraturan Mahkamah Agung tersebut, antara lain dinyatakan nilai rupiah dalam KUHP yang masih menggunakan sistem hukum kolonial sudah tidak sesuai dengan perkembangan di Indonesia, sehingga nominal kerugian dalam KUHP sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) harus dibaca Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perkara dengan nilai kerugian Rp 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang, tidak dapat dikenakan penahanan.

D. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

       Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

       Dengan mengacu kepada pengertian KUHAP tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelidikan terhadap anak adalah untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana dilakukan oleh anak guna menemukan dan menetukan dapat atau tidaknya dilanjutkan penyidikan.

       Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan  secara pidana terhadap tindak pidana tersebut, atau untuk menentukan tidaknya dilakukan penyidikan dan persiapan sebagai persiapan melakukan penindakan.

       Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan megenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

2. Pengertian Penyidikan

       Sesuai dengan KUHAP Pasal 1 angka 2 pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
       Pada tahapa penyidikan ini dilakukan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan tahapan yang paling menentukan dalam Sistem Peradilan Pidana dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana.
 

       Bahwa dalam tahapan inilah dapat diketahui apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya.
 

       Tanpa melalui tahapan atau proses penyidikan, maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yang dapat berupa penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

       Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

       Diversi pada tahap penyidikan, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak di sidang pengadilan wajib mengupayakan diversi. 
       Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas dan imperatif dapat dibaca, dengan uraian sebagai berikut :
  

a. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan pada pengadilan negeri.

b. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan, dan berhasil dilakukannya diversi, maka harus dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada wilayah hukum itu dapat diselesaikan, dan apabila diversi tersebut gagal dilakukan maka dilimpahkan ke tingkat penuntutan;

c. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat penuntutan, dan berhasil, maka dengan penetapan ketua pengadilan negeri dimana perkara tersebut dapat diselesaikan, dan apabila diversi tersebut gagal, maka dapat dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan di muka persidangan di pengadilan negeri;

d. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat pemeriksaan kasus anak di pengadilan negeri, dan berhasil, dengan penetapan ketua pengadilan negeri perkara tersebut selesai dilakukan dan apabila diversi tersbut gagal, maka perkara tersebut dilakukan persidangan anak.
E. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam
1. Hak-Hak Anak Dalam Islam

       Dalam agama islam, telah mengatur mengenai hak-hak anak dalam islam yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

       Pertama, hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan al-quran surat Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya : “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”. 

       Berdasarkan hal tersebut, dengan sangat jelas bahwa islam telah melindungi anak ketika masih dalam kandungan sekalipun. Jaminan untuk hidup (hifzun nafs) untuk dapat lahir di dunia dengan selamat.

       Kedua, hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal tersebut berdasarkan surat An-Nahl ayat (58-59), yang artinya : “Dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah ! alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. 

       Pada zaman dahulu, setiap orang menginginkan dikaruniai anak laki-laki, dikarenakan agar dapat menjadi pewaris kerajaan atau tahta keluarganya dalam menjalankan roda kerajaan. Ketika lahir anak perempuan, maka seakan menjadi derita bagi keluarganya, tetapi saat islam datang hal tersebut telah dihapuskan dan dilarang. Karena sejatinya anak adalah titipan Allah SWT yang telah mengamanahkan kepada orangtua anak tersebut untuk dirawat dan dijaga dengan baik.

       Ketiga, hak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini dituangkan dan dijelaskan bahwa islam melarang untuk melakukan aborsi (walaupun dengan catatan), karena islam telah memberikan jaminan atau pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs). 

       Bahwa dalam hal ini berdasarkan Al-quran surat Al-Isra’ ayat (31), yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memeberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

       Keempat, hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadits Aththusi, yakni “Seorang datang kepada nabi SAW dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi SAW menjawab, “Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.  

       Pemberian nama anak dalam islam telah diatur sedemikian pula. Dalam pemberian nama tersebut bukan main-main atau sekedar mencari popularitas nama semata. Tetapi nama adalah sebuah doa. Jadi pemberian nama harus dibuat yang baik agar kelak menjadi anak yang baik seperti yang telah dinamakan atau didoakan oleh orangtuanya dengan nama tersebut.

       Kelima, hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas dan hadits yang berbunyi: “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”. 

       Berdasarkan hadits tersebut, proses mendidik anak dalam islam (hifzun aql) diajarkan sejak kecil supaya kelak mejadi seorang pribadi muslim yang unggul bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 

       Keenam, hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan juga hadits yang telah disebutkan diatas. Jadi, anak memiliki hak kedudukan sama dengan anak lainnya, baik dalam hal derajat maupun kelayakan.

       Ketujuh, hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu), hal ini terdapat dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat (233), yang artinya: “Para ibu hendaklah menyususi anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian...”.

       Kedelapan, hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadits riwayat bahaqi: “ Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”. Jarimah atau , mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had yaitu suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah SWT. 

       Kesembilan, hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadits Bukhori, yakni “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah islami). Ayah dan Ibnunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. (HR Bukhori; 1100; 243/15). Hadits lain juga disebutkan “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik, maka mereka akan menyebabkannya masuk surga”. 

       Hifzud dien atau pemeliharaan atas hak beragama dijamin dalam agama islam. Karena agama merupakan tiang atau sendi-sendi sebagai penegak kehidupan agar hidup sesuai dengan fitrahnya.
2. Pandangan Islam tentang Restoratif Justice
       Berdasarkan pengaturan yang ada di dalam hukum islam, telah mengatur konsep perdamaian dalam menyelesaiakan suatu tindak pidana. Suatu kasus tindak pidana tidak hanya diselesaikan menurut jalur peradilan saja (litigasi), namun juga dapat diselesaikan melalui jalur diluar peradilan (non litigasi), yaitu dengan jalur pemaafan dan perdamaian. Jalur ini dapat disebut juga dengan mediasi penal.

       Berikut akan dijelaskan mengenai jalur non litigasi, yaitu pemaafan dan perdamaian sebagaimana dalam hukum islam telah mengatur hal tersebut.

       Pertama, Pemaafan berasal dari kata maaf dan dalam bahasa arab berasal dikenal dengan al-‘afwu. Al-‘afwu berasal dari kata ‘afaa-‘afwan, berarti memaafkan atau mengampuni. Al-‘afwu dapat disejajarkan dengan al-mahwu, al-musamahah, dan al-mu’afatu, yang berarti penghapusan atau pemaafan. Al-‘afwu merupakan orang yang memaafkan atau mengampuni.
 

       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf dapat diartikan sebagai pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda, dan sebagainya) karena suatu kesalahan.

       Secara konseptual, pengampunan atau pemaafan adalah media penyelesaian perkara kejahatan (jarimah) qisash dengan melepaskan hak qisash dari korban kepada pelaku yang masih memungkinkan dilakukannya qisash.

       Pemaafan dalam hukum pidana islam (jinayah) telah diatur dan menjadi hal utama yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum nantinya jika gagal baru dilakukan dengan hukuman. Hal ini sebagaimana diatur dalam al-quran surat al-baqarah ayat 178 yang artinya: 

       “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan     dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih“.
       Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pengampunan atau pemaafan adalah pembebasan dari hukuman qisash dan tidak otomatis  mengakibatkan adanya hukuman (membayar) diyat. Menurut mereka untuk tampilnya diyat menggantikan qisash, bukan dengan pengampunan, melainkan harus dengan perdamaian. (sulh).

       Dengan demikian, maka penggantian hukuman qisash dengan diyat tidak bisa diterapkan secara sepihak, tetapi harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak wali (keluarga) korban dan pihak pelaku. Akan tetapi menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, pengampunan itu disamping menggugurkan hukuman qisash, juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti, dan wali korban berhak memilih qisash atau diyat, tanpa persetujuan pelaku.

       Kedua, yaitu konsep Sulh. Sulh menurut bahasa berarti qathul munaazaati, yang berarti memutuskan perselisihan.
 Menurut syariat, sulh adalah suatu bentuk akad (perjanjian) yang tujuannya untuk menyelesaiakan perselisihan antara dua orang yang berlawanan (berperkara).
 

       Sulh telah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti perdamaianatau penyelesaian pertikaian secara damai.
 Dalam KBBI, damai diartikan sebagai tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman, sedangkan perdamaian diartikan sebagai penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai).

       Secara etimologis, islah merupakan kata jama’ dari sulh yang merupakan bentuk tunggal. Merupakan suatu kondisi yang baik, aman, harmonis. Sementara makna dasar islah terlihat bermacam-macam, diantaranya yaitu: memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan.
 

       Kata sulh atau islah dapat pula diartikan dengan berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai antara satu pihak dengan pihak lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku sebagai orang suci (baik).

       Terdapat beberapa yang mengatakan bahwa berbagai pengertian tersebut berasal dari al-quran. Adapun dalam bahasa arab modern, istilah ini digunakan sebagai pengertian pembaharuan.

       Islah atau perdamaian juga telah dijelaskan dalam al-quran. Diantaranya terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-hujurat ayat 9 dan 10, yaitu:

“Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya, bila salah satu diantaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai kembali ke jalan Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil” (ayat 9)

“Seluruh orang mukmin sungguh bersaudara, damaikanlah antara saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatNya.” (ayat 10)

       Mendamaikan perselisihan juga dianjurkan oleh sahabat Rasulullah SAW dan para ulama berdasarkan ijma’ ulama. Seperti yang dikatakan oleh khalifah Umar bin Khattab, bahwa: “tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka”.

       Sulh merupakan suatu proses penyelesaian antar pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian kedua belah pihak.
 

       Islah diterapkan sebagai media penyelesaian konflik secara umum dalam masyarakat, mulai dari masyarakat sampai dengan masalah politik dan kenegaraan.
 

       Hal tersebut menandakan bahwa islah merupakan sebuah konsep perdamaian yang cakupannya luas, baik penyelesaian berbagai konflik masyarakat dari masalah keluarga hingga masalah politik kenegaraan, dan mencakup pula masalah hukum pidana (jinayah) dengan menekankan pada hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama antar para pihak.
 

       Dalam konteks hukum pidana islam  (jinayah), terlebih dengan kasus pembunuhan, secara implisit terdapat suatu hal pembeda antara pengempunan dan perdamaian (sulh), dengan melihat arti inisiatif kompensasinya. Apabila inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman qisash tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka dikatakan perdamaian (sulh), sedangkan pemberian kompensasi hanya berasal dari satu pihak saja (pihak korban) maka yang demikian itu termasuk dalam katagori al-‘afwu.

       Sulh merupakan suatu konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik ketatanegaraan dan mencakup dalam bidang hukum pidana dengan menekankan hasil kesepakatan bersama. Sedangkan al-‘afwu meupakan suatu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta kompensasi (diyat) atau tanpa kompensasi.

       Selain berdasarkan al-quran, pengertian sulh dalam kajian hadits dilandaskan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi :

“Perdamaian di bolehkan dikalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

       Berdasarkan hadits tersebut diatas  memberikan penegasan kepada kaum atau umat muslimin agar melakukan sulh dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan ‘Umar ibn Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian (sulh), baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berjalan di pengadilan. Hakim tidak boleh membiarkan para pihak tidak menempuh upaya damai. Hakim harus proaktif dan mendorong para pihak mewujudkan kesepakatan damai dalam sengketa mereka.
 

       Prinsip penerapan sulh sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW tersebut baru terjadi bila memenuhi sejumlah rukan dan syaratnya. Para ulama cenderung merumuskan rukun sulh dalam dua pandangan yang berbeda. Jumhur ulama berpandangan, rukun sulh terdiri atas empat unsur, yaitu: adanya kedua belah pihak yang melakukan sulh, hafal ijab kabul, ada kasus yang dipersengkatakan dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun sulh hanyalah ijab dan kabul, selainnya mereka masukan kedalam kategori syarat sulh.

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI PENYELESAIAN KASUS ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESORT KLATEN
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Klaten dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta

1. Kepolisian Resort Klaten dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

      Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Polri terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Polda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

       Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres merupakan bawahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tempatnya  berada di daerah kabupaten/kota. Bahwa untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resort Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

        Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Kepolisian Resort di setiap kabupaten/kota, salah satunya berada di wilayah hukum klaten, yaitu Kepolisian Resort klaten. Kepolisian Resort klaten sebagai institusi penegak hukum yang cakupan wilayah hukumnya yang sangat luas, maka Kepolisian Resort Klaten membagi kedalam 5 (lima) fungsi. Kelima fungsi tersebut adalah pertama, lalu lintas, kedua samapta, ketiga intelkam, keempat reskrim, kelima pinstaf.

       Bahwa didalam perkembangannya, unit reskrim memiliki 5 (lima) unit lagi sebagai pendukung bekerjanya Kepolisian Resort Klaten sebagai layanan masyarakat yang mampu melayani untuk semua kalangan, yaitu unit kesatu Reserse Umum (pidum), kedua unit Tindak Pidana Tertentu (tipiter), unit ketiga Tindak Pidana Korupsi (tipikor), unit keempat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan unit kelima Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras).

       Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Klaten dalam bekerjanya terdapat beberapa personel yang menangani kasus perempuan dan anak. Adapun personel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

	No.
	Nama
	Pangkat/NRP
	Jabatan

	1.
	Suyana, S.H.
	IPDA/70010122
	Penyidik

	2.
	Arry Sriwibowo, S.H.
	BRIPKA/80080471
	Penyidik Pembantu

	3.
	Sri Wahyuningsih
	BRIPKA/83050063
	Penyidik Pembantu

	4.
	Bhayu P, S.H.
	BRIGPOL/87011196
	Penyidik Pembanatu

	5.
	Feri Rosid, S.H.
	BRIGPOL/89030319
	Penyidik Pembantu

	6.
	Aris Purwadi
	BRIPDA/93050739
	Penyidik Pembantu

	7.
	Mega Vebrianing
	BRIPDA/93020787
	Penyidik Pembantu

	8.
	Nur Arum
	BRIPDA/93101092
	Penyidik Pembantu


Sumber : Bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Klaten

       Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa di unit PPA kepolisian resort klaten terdapat 1 (satu) orang yang jabatan sebagai penyidik dan ada 7 (tujuh) orang sebagai penyidik pembantu. Sebagai penyidik sudah jelas diatur di dalam KUHAP yang mendefinisikan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

       Kewenangan penyidik pada dasarnya sama dengan penyelidik, perbedaannya terletak pada status penyidik berupa syarat kepangkatan dan dalam pelaksanaannya  harus ada surat perintah penyidikan, hal ini berguna untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat kepolisian.

       Adapun definisi penyidik pembantu menurut KUHAP dapat diketahui bahwa  pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik pembantu syarat kepangkatannya lebih rendah dari penyidik biasa, namun memiliki spesialisasi fungsi dibidang reserse kriminal.
 
       Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 syarat kepangkatan yang dimaksud adalah Brigadir Dua Polisi, telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas di bidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta
       BAPAS adalah singkatan dari Balai Pemasyarakatan, yaitu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selain Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Bapas dahulu dikenal dengan istilah Balai Bispa yang kepanjangannya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Balai Bispa didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang bertugas melakukan pembinaan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Namun sesuai perkembangan kondisi, tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, istilah Bispa diganti menjadi BAPAS.

       Hingga saat ini Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah memiliki 6 (enam) unit pelaksanaan teknis, yaitu Bapas klas I Semarang, Bapas klas II Magelang, Bapas klas II Pati, Bapas klas II Pekalongan, Bapas klas II Purwokerto, dan Bapas klas II Surakarta.

       Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta adalah pranata (UPT) untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Area tugas (wilayah kerja) Bapas Surakarta meliputi se-Eks Karisidenan Surakarta yaitu: Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Sobosuka wonosraten).

       Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta dalam bekerjanya terdapat beberapa personel yang menangani kasus anak pada subseksi Bimbingan Klien Anak. Adapun personel tersebut yaitu:
	No.
	Nama
	Jabatan
	NIP

	1.
	Sutomo, A.Ks., MH.
	Kasubsie BKA
	1970010519940331001

	2.
	Ir. Sutarman
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196211071994031001

	3.
	Dra. Endang Ardiyati
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196105261994032001

	4.
	Hasan Asngari, A. Ks
	Pembimbing Kemasyarakatan
	197309271994031001

	5.
	Samiyati, A. Ks
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196408031989032001

	6.
	Suparjo, S.ST
	Pembimbing Kemasyarakatan
	197004241994011001

	7.
	Retno Ambar Pratiwi
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196211221985032001

	8.
	Rosyidah
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196605161992012001

	9.
	Sri Sulistyani
	Pembimbing Kemasyarakatan
	197201151994032001

	10.
	Tuti Endang Sulastri
	Pembimbing Kemasyarakatan
	195812241980032001

	11.
	Purnami Handayani, SH.
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196912221991032001

	12.
	Sri Prihatin
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196609191988032001

	13.
	Drs. Ariyanto Eko Susilo
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196805291994031001

	14.
	Ripres Iksanto, SH.
	Pembimbing Kemasyarakatan
	196010011989091001

	15.
	Miranti N, Amd.IP, S.Sos
	Pembimbing Kemasyarakatan
	198710152007012004


Sumber: Bagian Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta.
B. Pelaksanaan Divers Pada Tahap Penyidikan Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Klaten serta Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta
       Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ada sejak tanggal 30 Juli Tahun 2012 dan berlakunya setelah 2 (dua) tahun lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tanggal 30 Juli 2014. Di dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut belum mempunyai peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berinisiatif mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai pengisi kekosongan hukum peraturan pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena belum adanya peraturan khusus yang mengaturnya. 
       Setelah setahun kemudian, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Hal tersebut untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 dan pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

       Kepolisian Resort Klaten dalam menangani anak yang berhadapan hukum lebih mengutamakan kepentingan daripada anak, karena anak masih dalam perkembangan psikologis dan biologis. Bahwa berdasarkan hal tersebut menimbulkan konsekuensi adanyanya musyawarah dalam proses mendamaikan antara anak dengan anak korban, yang melibatkan orang tua/wali masing-masing pihak, karena menurut penyidik, anak masih dalam proses perkembangan dan psikologis si anak belum stabil sehingga emosionalnya terkadang belum terkontrol dengan baik. Pertimbangan penyidik lainnya, anak masih perlu pendidikan lebih jauh guna memperkaya diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan agar dapat menjadi penerus bangsa yang handal di masa kelak.
 

       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya Restoratif Justice dan diversi. Restoratif justice atau keadilan restorasi menandakan adanya keterlibatan antara pihak anak dan pihak anak korban dengan didampingi oleh orang tua/walinya dan penasihat hukumnya sebelum dilakukanya proses penyidikan berlangsung. 

       Kepolisian Resort Klaten pada tahun 2015 terdapat 12 (dua belas) perkara anak, dengan keberhasilan diversi sebanyak 6 (enam) kasus, sedangkan diversi gagal sebanyak 2 (dua) kasus dan terdapat 4 (empat) kasus yang tidak dapat dilakukan diversi.

       Pada tahun 2016, Kepolisian Resort Klaten terdapat 14 (empat belas) perkara anak, dengan keberhasilan diversi sebanyak 4 (empat) perkara, sedangkan diversi gagal tidak ada, dan terdapat 10 (sepuluh) kasus yang tidak dapat dilakukan diversi.

       Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 sampai bulan juni, terdapat 4 (empat) perkara anak yang ditangani oleh unit Perlidungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Klaten, dengan keberhasilan diversi sebanyak 2 (dua) perkara, sedangkan diversi gagal tidak ada, dan terdapat 2 (dua) perkara yang tidak dapat dilakukan diversi.

       Kepolisian Resort Klaten dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, sebelum dilakukannya proses peradilan yaitu tahapan penyidikan, penyidik unit PPA terlebih dahulu memeriksa: Pertama, tindak pidana yang dilakukan tersebut ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun atau tidak; Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau lebih dari 18 (delapan belas) tahun; dan Ketiga; anak tersebut tidak merupakan residivis . 

       Bahwa di wilayah hukum Kepolisian Resort Klaten tindak pidana yang sering dilakukan  oleh anak dan dapat dilakukan diversi adalah Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang dan barang.

       Bardasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap tingkatan pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Klas II Surakarta dengan permintaan dari penyidik unit PPA Kepolisian resort Klaten guna untuk melakukan penelitian terhadap anak tersebut.

       Sedangkan anak korban atau anak saksi akan diberikan pendampingan oleh orang tua/wali atau orang kepercayaannya bisa juga didampingi oleh pekerja sosial dari Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI).

       Selanjutnya dengan adanya laporan dari korban, penyelidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi (tahap lidik). Maksud dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, agar menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
 Kemudian dari tahap ini muncul Laporan Polisi.
       Apabila suatu peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka kemudian perkara tersebut ditingkatkan dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Tahapan penyidikan bertujuan untuk mencari unsur-unsur pasal yang tepat digunakan dalam menentukan kesalahan tersangka serta mengumpulkan bukti agar dapat diketahui tindak pidananya dan dapat menentukan pelaku dari tindak pidana tersebut. 
       Bahwa tahapan dilakukan secara normatif mulai penyelidikan akan membawa dampak positif kepada penyidik yaitu mengurangi beban penumpukan kasus di Kepolisian karena apabila sudah jelas suatu perbuatan tindak pidana, penyidik baru akan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan lainnya.
       Setalah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian dan Pekerja sosial profesional melakukan penelitian juga, maka dalam waktu 3 (tiga) hari harus sudah wajib menyampaikan laporan tersebut kepada penyidik guna sebagai bahan pertimbangan penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
       Kemudian setelah diterbitknnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), maka penyidik wajib memberitahukan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maksimal 7 (tujuh) hari dikirim kepada Penuntut Umum. Pada tahap ini tersangkanya sudah jelas. Kemudian penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban, saksi, dan tersangka. 
       Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana apabila mendapat jaminan dari orang tua maka anak tersebut tidak boleh ditahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

(1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
       Jadi, berdasarkan Pasal 32 tersebut diatas, setiap proses yang bisa dilakukannya diversi terhadap seorang anak maka tidak dilakukan penahanan. 

       Pada saat Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian terhadap anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten dengan tersangka dilakukan di ruangan khusus, berpenampilan menggunakan baju bisa agar anak tidak merasa takut. 
       Pembimbing kemasyarakatan juga menerangkan bahwa penelitian ini digunakan untuk kepentingan tersangka agar tidak dihukum berat. Dengan hal tersebut anak menjadi lebih jujur dan merasa tidak takut. 
       Tahapan selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan Home Visit ke rumah pihak tersangka maupun korban. Pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara, observasi, dan pengamatan kepada orang tua di rumah tersangka, bertanya kepada tetangga sekitar, serta tokoh masyarakat. 
       Berdasarkan Home Visit yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut untuk dapat diketahui latar belakang dan perkembangan anak serta untuk memudahkan rekomendasi yang akurat guna tujuan penelitian kemasyarakatan tersebut.

       Pada intinya penelitian Kemasyarakatan mengulas tentang keadaan sosiologis, psikologis, ekonomis keluarga beserta anak di lingkungan sekitar. Hal itu nantinya yang akan dilaporkan terhadap penyidik dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dalam Perkara Anak. Didalam laporan tersebut terdapat rekomendasi terbaik bagi anak.

       Berdasarkan rekomendasi dari Bapas, penyidik sebagai fasilitator, dalam hal ini adalah kepala unit (kanit) PPA sebagai penyidik, tetapi pada kenyataannya penyidik pembantu juga melakukan pemeriksaan terhadap anak, walaupun pada akhirnya hitam diatas putih adalah kanit PPA sebagai penyidik. Hal tersebut dikarenakan penyidik pada unit PPA Kepolisian Resort Klaten hanya ada 1 (satu) yang jabatannya penyidik, yaitu kepala unit PPA.
       Pelaksanaan masyawarah diversi wajib dengan mengundang anak dan orang tua, korban atau pelapor, penasihat hukum, pekerja sosial, balai pemasyarakatan. Di wilayah klaten juga terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat P2TP2A klaten), terkadang penyidik juga melibatkan tokoh masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW hingga kepala desa, dan beserta tokoh agama agar dapat mengetahui sanksi yang tepat untuk diberikan kepada anak, yang nantinya apakah anak tersebut harus mengikut kegiatan karang taruna, mengikuti kegiatan keagamaan atau yang lainnya. 
       Ketika musyawarah diversi tersebut berhasil maka akan terbit surat kesepakatan diversi dan BA diversi  dan semua pihak bertanda tangan, selanjutnya penyidik membuat surat pengantar permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri, pada saat pengiriman disertai dengan satu bendel berkas lengkap dan kesepakatan diversi dan Berita Acara Diversi.

        Setelah terbit penetapan diversi dari Ketua Pengadilan Negeri dan diambil oleh penyidik, kemudian ditembuskan kepada pihak-pihak yang ikut musyawarah diversi maksimal 3 (tiga) hari, yaitu orang tua anak, orang tua korban, balai pemasyarakatan, pekerja sosial, tokoh masyarakat, fasilitator diversi, dan lain sebagainya. 

       Berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut, penyidik membuat SP3 dan ketetapan SP3. Setelah itu terbit SPDP Penghentian ke JPU dengan disertai berkas dan perkara selesai.
       Pengawasan terhadap anak yang menjalankan kesepakatan diversi diawasi dan dipantau oleh Bapas, Peksos, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pemantauan dan pengecekan, biasanya disertakan buku kontrol. Pemantauan terhadap anak tersebut terkadang tanpa pengetahuan anak, Bapas datang secara mendadak untuk pengecekan. Jika terdapat anak yang benar tidak melaksanaka hasil kesepakatan diversi, maka Bapas mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan pencabutan penetapan kesepakatan diversi dan diteruskan ke penyidik, sehingga penyidik langsung menaikkan perkara ke penuntutan. Tetapi selama ini di wilayah hukum klaten belum terdapat hal seperti itu.        

       Untuk memudahkan dalam memahami proses diversi pada tahap penyidikan, berikut ini akan dijelaskan alur secara garis besar proses diversi pada tahap penyidikan:

















C. Analisis Praktik Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Klaten
       Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Unit PPA Kepolisian Resort Klaten telah banyak dilakukan seperti pada data peneliti yang sudah di sajikan di bab-bab sebelumnya. Pada tulisan ini peneliti akan menyajikan antara diversi yang berhasil dan diversi gagal.

1. Diversi Berhasil

       Pelaksanaan diversi pada kasus ini dengan tersangka bernama DW
 yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Klaten. Berikut ini akan dijabarkan mengenai kasus anak bernama DW tersebut.

       Kejadiannya bahwa pada hari jumat 8 April 2016 Pukul 11.00 WIB telah terjadi pencurian sepeda motor vario berwarna hitam silver dengan nomor polisi AD 4999 Q, nomor rangka MH1JF9118AK112141, nomor mesin JF91E1116700. Motor tersebut pemiliknya bernama Sukarno. Beralamat di dukuh Bandungan, desa Pasung, kecamatan Wedi, kabupaten Klaten. Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka DW. Saat itu sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dengan posisi kunci motor tidak dicabut.
       Awalnya DW dari rumah menuju ke rumah temannya bernama Ni,AAM tetapi tidak ada dan dilanjut ke rumah temannya Hn di dukuh Bandungan Desa Pasung Kecamatan Wedi dengan menggunakan sepeda MIO. Dalam perjalanannya DW melihat sepeda motor yang berada di depan rumah korban. Akhirnya DW memakirkan motornya di pinggir sawah dekat rumah korban.

       Pada saat DW mendekati sepeda motor tersebut ada seorang laki-laki di dekat rumah korban. Setelah itu DW mendekati laki-laki tersebut dan DW mengalihkan perhatian laki-laki tersebut dengan cara berpura-pura bertanya rumah temannya yang bernama LM dan FR. Seorang laki-laki tersebut kemudian beranjak pergi untuk melaksanakan sholat jumat dan DW mengetok pintu rumah tetapi tidak ada respon hanya terdengan suara orang sedang mandi.
       Kemudian DW mengambil sepeda motor korban tersebut dan dikendarai ke arah dealer milik Teguh. DW menawarkan sepeda motor tersebut kepada Teguh, tetapi teguh menolak karena tidak ada surat-suratnya. Setelah itu DW menawarkan motor tersebut ke dealer dekat makam Sunan Pandanaran dan ditolak karena tidak ada surat-suratnya.

       Anak DW kemudian kembali ke dealer Teguh memohon supaya membelinya dan Teguh menghubungi temannya dan dikira mau membeli. Sekitar pukul 15.15 WIB bertemulah antara DW dan teman teguh ditawar dengan harga Rp 500.000,00. (lima ratus ribu) rupiah dan DW meminta supaya dibeli seharga Rp 1.000.000,00. (satu juta) rupiah.

       Bahwa kemudian oleh DW sepeda motor tersebut tidak jadi dijual, kemudian motor tersebut dipakirkan di sawah dekat rumahnya. Kemudian DW pulang kerumah mengambil sepeda kayuh dan berniat untuk mengambil sepeda motor MIO miliknya yang diparkir di sawah dekat rumah korban.

       Setelah sampai DW melihat di dekat sepeda motor miliknya yang ditinggal sudah banyak warga dan anggota Polsek Wedi yang sedang olah TKP. Anggota Polsek Wedi curiga terhadap DW sehingga DW dibawa ke Polsek Wedi untuk dimintai keterangan. Saat itu DW tidak mengakui dan diperbolehkan pulang dengan sepeda kayuh. Sepeda motor MIO milik DW ditahan di Polsek Wedi dan bisa diambil setelah menunjukkan surat kepemilikan.
       Selanjutnya DW mengambil sepeda motor milik korban tersebut, karena merasa takut dan bingung akhirnya sepeda motor milik korban diparkirkan samping angkringan dekat Polsek Wedi. Setelah itu DW kembali ke rumah dengan jalan kaki. Kemudian DW pergi ke rumah ayah angkatnya yang beralamat di kecamatan Bayat dengan naik sepeda kayuh. Pada pukul 01.00 WIB, DW dibangunkan oleh kakaknya kemudian dibawa ke Polsek Wedi untuk diperiksa lebih lanjut.  

       Bahwa dikarenakan Polsek Wedi kekurangan personel dalam menangani kasus DW tersebut, akhirnya dilimpahkan kepada Penyidik unit PPA Kepolisian Resort Klaten melakukan diversi kepada tersangka DW dengan alasan telah melanggar Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. 

       Syarat dilakukannya diversi seperti yang telah peneliti bahas pada bagian bab-bab sebelumnya yaitu bahwa anak yang melakukan tindak pidana tersebut usianya 12 (dua belas) dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Syarat lainnya ada 2 (dua) yaitu: pertama, ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

       Diversi terhadap tersangka bernama DW dilakukan pada tanggal 19 April 2016 yang dihadiri oleh:

a. Penyidik unit PPA kelpolisian Resort Klaten sebagai Fasilitator;

b. Anak berserta orang tuanya;

c. Korban;
d. Penasihat Hukum;

e. Pekerja Sosial dari Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial  Anak Integratif (PLKSAI);
f. Pembimbing Kemasyarakatan (disebut juga PK) Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta.

       Diawali dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/08/IV/2016/Res Klaten/Sek Wedi, tanggal 8 April 2016. Kemudian terbit surat pengantar ke Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta nomor B/365/IV/2016/ Reskrim, tanggal 11 April 2016 dan terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/174/IV/2016/Reskrim, tanggal 9 April 2016.
       Kemudian Balai Pemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan dengan nomor register 23/I.B/IV/2016 tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, dan lain sebagainya. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor atau latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak.
       Teknik pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengamatan, studi literatur dan dokumentasi, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016. Sumber informasi dalam pengumpulan data atau informasi ini meliputi Penyidik Polres Klaten, Anak dan Orangtua/Wali, Korban, Ketua RT 11 RW 06 dukuh Tegalsari. Akhir dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan diversi.

       Setelah dilakukannya penelitian masyarakat dengan memandang kepentingan anak yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, merekomendasikan:

1. Agar pihak-pihak yang berwenang menangani perkara klien, tetap tidak melakukan penahanan terhadap klien.

2. Agar penanganan perkara klien diutamakan dan diupayakan untuk diselesaikan secara Diversi dalam bentuk penyerahan kembali kepada orang tua/walinya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
       Pelaksanaan Diversi terlebih dahulu ditanyakan kesediaan pelaku dan korban untuk dilakukan musyawarah diversi. Terhadap kasus DW tersebut para pihak sepakat dilakukannya musyawarah diversi. Pelaksanaan musyawarah diversi dipimpin oleh Kanit unit PPA Kepolisian Resort Klaten dalam ruangan tertutup.
       Bahwa dalam musyawarah diversi kasus DW tersebut para pihak dapat menyampaikan pendapatnya dan akan ditulis dalam Berita Acara Diversi. Pelaksanaan diversi dan hasil kesepakatan diversi kasus DW dituangkan dalam Berita Acara Diversi tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh para pihak yang hadir dalam musyawarah kesepakatan diversi. Bahwa dari kesepakatan diversi tersebut diatas hasil kesepakatan diversi kasus DW adalah sebagai berikut:
1. Pelapor dan terlapor telah berhasil melakukan musyawarah kesepakatan diversi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Anak atau tersangka DW meminta maaf dan mengembalikan barang sepeda motor yang ia curi;
b. Pihak pertama bersedia mengganti biaya kerugian yang dialami oleh pihak kedua senilai Rp 11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah dengan cara mengembalikan sepeda motor tersebut dalam keadaan lengkap dan utuh kepada pihak kedua; 

c.  Pihak pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

d. Orang tua pihak pertama sanggup dan bersedia mendidik serta melakukan pembinaan terhadap pihak pertama agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
e. Pihak pertama sanggup membersihkan masjid terdekat setiap hari sabtu dan minggu selama 3 (tiga) bulan;

f. Rutin ikut mengaji dirumah ibu mahmudah beralamat di dusun Tegalsari, Pasung, Wedi, Klaten;

g. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh para pihak, maka proses penyidikan akan ditingkatkan ke proses selanjutnya;

h. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan dari pihak manapun.
       Bahwa oleh karena itu hasil kesepakatan diversi kasus DW dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/1445/IV/2016/Reskrim, tanggal 26 April 2016. Kemudian dari surat permohonan penetapan diversi tersebut terbit Surat Penetapan Nomor: 05/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Klt, tanggal 26 April 2016, yang isinya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan penyidik Polres Klaten sesuai Berita Acara Kesepakatan Diversi;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai keseoakatan diversi tersebut dilaksanakan seluruhnya.
       Setelah diterimanya penetapan diversi lalu barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak dan hasil diversi dilaporkan ke Kepolisian Resort Klaten. Setelah itu penyidik Kepolisian Resort Klaten menegeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Ketetapan SP3. 

       Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan penyidik Kepolisian Resort Klaten telah melakukan diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidik Kepolisisan Resort Klaten berarti juga telah melaksanakan konsep restoratif justice, dengan melibatkan para pihak dengan didampingi oleh orang tua/walinya dan juga ada pendampingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak dari pembimbing kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, Tenaga sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, tokoh masyarakat di desanya, tokoh agama di desanya, terkadang dalam kasus yang populer juga didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) klaten dalam pemeriksaan kasus anak. Bahwa bentuk kesepakatan diversi kasus DW dapat memberikan dampak kepada anak agar tidak menulanginya lagi.
2. Diversi Gagal

       Pelaksanaan diversi gagal ini dilakukan oleh Kepolisian Resort Klaten dengan nama tersangka KPAR, YP, BAW, dan LR.
 Berikut akan dijabarkan mengenai kasus anak tersebut diatas.

       Berawal dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/164/VII/2015/Jateng/Res. Klt, tanggal 6 Juli 2015. Kemudian ada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/293/VII/2015/Reskrim, tanggal 7 Juli 2015. Bahwa setelah itu penyidik menerbitkan Surat Pengantar kepada Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta dengan Nomor: B/598/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015. Bahwa Bapas kemudian mengirimkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan kepada Kepala Kepolisian Resort Klaten tanggal 15 Juli 2015.
       Bahwa Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 170 ayat  (1) KUHP atau Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak. Bawa anak tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang, atau penganiayaan terhadap anak, sesuai dengan Pasal diatas.

       Kemudian berdasarkan Pasal yang disangkakan tersebut dapat diuraikan secara singkat kejadiannya. Bahwa pada hari selasa, 30 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di taman samping Stadion Trikoyo Klaten, telah terjadi suatu tindak pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap korban atas nama Theresia sehingga mengakibatkan  luka hingga mengeluarkan darah pada bagian bibir korban, luka memar pada bagian pipi korban, memar bagian dada dan leher korban yang telah dilakukan oleh KPAR, YP, BAW, dan LR.

       Bahwa latar belakang dilakukannya tindak pidana tersebut adalah klien KPAR merasa cemburu dan tidak suka bilamana temannya (yunanto) dekat dengan korban (theresia) sehingga klien KPAR curhat kepada ketiga temannya YP, BAW, dan LR  yang pada akhirnya mereka berempat sepakat untuk menemui korban tetapi pertemuan tersebut menimbulkan percekcokan dan terjadi pengeroyokan.
       Bahwa latar belakang dilakukannya tindak pidana atas nama YP, BAW, dan LR adalah karena rasa solidaritas terhadap temannya KPAR yang mana pacar KPAR sedang dekat dengan korban. 

       Kemudian Balai Pemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan. Bahwa dalam kasus ini terdapat 4 (empat) anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta membuat penelitian kemasyarakatan (litmas) sebanyak 4 (empat) litmas. Setiap litmas meneliti 1 (satu) orang anak. 

       Bahwa Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) berguna untuk mengetahui perkembangan dan latar belakang kehidupan anak-anak tersebut dari berbagai aspek, yaitu sosiologis, psikologis, ekonomis, dan lain sebagainya. Data dan informasi  yang didapatkan tersebut diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor atau latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak.
       Bahwa dalam Penelitian Kemasyarakatan ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengamatan di rumah klien dan lingkungan sosial tempat tinggal klien beserta korban, dan studi dokumentasi berupa akte kelahiran, kartu keluarga, surat pernyataan klien dan orang tuanya, dan surat pernyataan orang tua korban. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015. Sumber informasi dalam pengumpulan data atau informasi ini meliputi Penyidik unit PPA Polres Klaten, Anak dan Orangtua/Wali, Korban dan keluarga, kerabat terdekat, Ketua RT dan aparat kelurahan setempat, sekolahan, dan literatur. Akhir dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan diversi.

       Berdasarkan penelitian kemasyarakatan dengan memandang kepentingan anak yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta tanggal 14 Juli 2015, merekomendasikan terhadap 4 (empat) klien tersebut:
1. Agar pihak-pihak yang berwenang menangani perkara klien, tetap tidak melakukan penahanan terhadap klien.

2. Sebaiknya Klien diputus Pidana Bersyarat.
       Selanjutnya diversi dengan Tersangka tersebut dilakukan di Kepolisian Resort Klaten pada hari kamis, 16 Juli 2015. Dalam diversi tersebut dihadiri oleh:

a. Penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Klaten;

b. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta;
c. Aparat Kelurahan;

d. Penasihat Hukum;

e. Pekerja Sosial dari Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial  Anak Integratif (PLKSAI);
f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Klaten;

g. Anak dan orang tuanya;

h. Korban beserta keluarganya.
       Bahwa Pelaksanaan Diversi terlebih dahulu ditanyakan kesediaan para pihak yaitu pelaku dan korban untuk dilakukan musyawarah diversi. Terhadap kasus DW tersebut para pihak sepakat dilakukannya musyawarah diversi. Pelaksanaan musyawarah diversi dipimpin oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam ruangan tertutup.

       Setelah musyawarah diversi tersebut dilakukan, maka pelaksanaan diversi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi, pada hari kamis 16 Juli 2015 dan telah ditanda tangani oleh para hadirin dalam musyawarah kesepakatan diversi tersebut diatas. 

       Hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi. Hasil tersebut berupa tidak adanya kesepakatan dari antar pihak. Oleh karena diversi tidak berhasil atau gagal, maka proses peradilan pidana berlanjut dengan melimpahkan berkas penyidik ke Penuntut Umum. 

       Bahwa diversi tersebut gagal, maka tidak meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk membuat penetapan. Kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara tahap I pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan Nomor: B/2877/VIII/2015/Reskrim Klt. Kemudian penyidik unit PPA Kepolisian Resort Klaten mengirimkan berkas tahap II yaitu berupa barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum dalam hal ini instansinya yaitu Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor: B/3717/X/2015/Reskrim Klt.

       Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa  penyidik Kepolisian Resort Klaten telah melakukan diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidik kepolisisan Resort Klaten berarti juga telah melaksanakan konsep restoratif justice, dengan melibatkan para pihak dengan didampingi oleh orang tua/walinya dan juga ada pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, Tenaga sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, tokoh masyarakat di desanya, tokoh agama di desanya. Bahwa dalam kasus anak KPAR, YP, BAW, dan LR tersebut juga didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) klaten dalam pemeriksaan kasus anak KPAR, YP, BAW, dan LR tersebut diatas. Kasus ini sempat menjadi sorotan masyarakat klaten pada waktu itu.
       Bahwa diversi kasus diatas gagal bukan berarti proses diversi tidak dijalankan menurut UU SPPA, melainkan karena tidak adanya kesepakatan yang disepakati antara korban dengan tersangka yang dikarenakan seperti tersebut diatas. 

D. Faktor Penghambat atau Kendala Penyidik Kepolisian Resort Klaten dalam Penyelesaian Kasus Anak melalui Diversi

       Pelaksanaan diversi sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak terkhusus pada tahap penyidikan sebagai cara penyelesaian kasus anak  tentu terdapat hambatan atau kendala yang dialami oleh para pihak. Kendala paling sering yang ditemui selama meneliti adalah dari penyidik sebagai aparat penegak hukum yang pertama menghadapi atau menangani kasus anak sebelum nantinya jika gagal akan dilimpahkan ke penuntut umum kemudian ke pemeriksaan di pengadilan. Balai pemasyarakatan yang mendampingi anak sebagai tersangka juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dengan adanya kendala atau hambatan tersebut terjadi karena suatu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 

       Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten dapat dijabarkan sebagai beriku jika dilihat dari pendapat ajaran Soerjono Soekanto.
       Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

       Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, dalam proses penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, diantaranya yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.

       Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas saling berhubungan dan berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.
 Oleh karenanya, pada bahasan ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan diversi jika dilihat dari ajaran Soerjono Soekanto tersebut yaitu:
1. Faktor hukum

       Faktor hukum pada pembahasan kali ini dibatasi pada pembahasan undang-undang saja. Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
 Bahwa dalam suatu undang-undang terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dan penegakan hukum. Berikut akan dijelaskan kemungkinan penghambat tersebut.

       Pertama, berlakunya suatu undang-undang terdapat suatu asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif yaitu mencapai tujuannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang tersebut.

       Kedua, masalah lain yang dapat dijumpai dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan.
 Peraturan pelaksanaan sangatlah penting karena mengatur teknis pelaksanaan dari suatu undang-undang agar dapat mencapai tujuan undang-undang tersebut.

       Ketiga, selain permasalahan tersebut diatas juga terdapat permasalahan bahwa terdapat ketidakjelasan kata-kata yang digunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.
 Ketidakjelasan tersebut dapat membuat penafsiran lain sehingga tidak sesuai dengan maksud undang-undang tersebut. 

       Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah memiliki peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun.

       Ternyata berdasarkan faktor undang-undang ini, dalam pelaksanaannya tidak ada masalah karena dengan adanya peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut menandakan undang-undang tersebut sudah dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.
2. Faktor penegak hukum

       Penegak hukum yang dimaksudkan penulis adalah kalangan yang secara langsug berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance.
 Dalam hal ini yaitu kepolisian Resort Klaten terkhusus penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta terkhusus Subsie Bimbingan Klien Anak.

       Penegakan hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (statsus) dan peran (role). Kedudukan dalam sosial mempunyai posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban terentu. Hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan atau role.

       Peranan merupakan masalah yang dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, bahkan penilaian pribadi juga memiliki peran.

       Penegak hukum dalam penelitian ini termasuk faktor penghambat karena dalam perkara ini para penegak hukum seperti Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Klaten hanya memiliki 1 (satu) skep penyidik saja. Seharusnya penyidik unit PPA menambah skep penyidik lagi, walaupun sudah banyak penyidik pembantu. Tujuannya agar dapat meningkatkan kinerja dalam menangani kasus terkhusus kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu penyidik juga harus meningkatkan pengetahuannya dibidang penyidikan terhadap anak. Oleh karena itu, hal ini menjadi penghambat dalam penegakan hukum diversi pada tingkatan penyidikan di Kepolisian Resort klaten.

3. Faktor sarana dan fasilitas

       Menyelenggarakan Peradilan pidana pada semua tingkatan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan tidak hanya sekedar membutuhkan masukan baik berupa perkara, peraturan hukum ataupun aktivitas penegak hukum, melainkan juga membutuhkan masukan lain berupa sarana dan fasilitas penunjang yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan,
 terutama ruang pemeriksaan anak di tingkat penyidikan sebagai pintu pertama anak memasuki ranah peradilan. 

       Fasilitas yang lengkap dan terpelihara dengan baik sangat membantu para petugas hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing terutama di dalam menerapkan peraturan secara resmi. Hal tersebut juga dapat melancarkan dalam penyelenggaraan peradilan pidana dengan baik.

       Pada penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resort Klaten dan Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta bahwa dalam pemeriksaan terhadap anak di Kepolisian Resort Klaten tetap harus menggunakan ruangan khusus anak yang menjadikan anak tidak takut dalam menjawab pertanyaan penyidik. Pada kenyataannya tidak setiap pemeriksaan dilakukan di ruangan khusus tersebut. Kendala atau hambatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya untuk membuat penelitian masyarakat memakan waktu dan jarak tempuh yang jauh karena dari kabupaten yang berbeda. Mengingat pembimbing kemasyarakatan juga harus mengunjungi tempat kediaman lingkungan anak dan korban. Secara normatif, pembimbing kemasyarakatan harus melaporkan litmas tersebut maksimal 3 (tiga) hari. Hal tersebut membuat pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kurang maksimal.

4. Faktor masyarakat

       Penegakan hukum dari faktor masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

       Masyarakat indonesia mengartikan dan mengidentifikasikan hukum dengan petugas (dalam penegak hukum sebagai pribadi). Akibatnya baik tidaknya hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum.
 

       Masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan Kepolisian Resort Klaten karena faktor masyarakat adalah sebagai berikut:

1.  Anak kurang jujur pada saat dimintai keterangan atau dalam pemeriksaan, oleh karenanya penyidik merasa kesusahan dan berbelit-belit dalam mencari dan mengumpulkan keterangan.

2. Pihak anak atau tersangka tidak bisa memenuhi permintaan korban. Apabila pihak korban meminta suatu persyaratan yang berat dilakukan oleh anak atau tersangka tersebut dan sulit diambil jalan tengah, sehingga sulit untuk bersepakat. Hal ini merupakan suatu penghambat untuk melakukan kesepakatan diversi.

3. Tanggapan dari orang tua pihak korban kurang menerima kesepakatan tersebut. Pihak korban biasanya masih menginginkan agar anak atau tersangka untuk diadili dengan perbuatan yang setimpal.

4. Anak atau tersangka takut menjawab pertanyaan penyidik. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik unit PPA kepada anak sudah dengan cara yang baik dengan tidak diperlakukan kasar dan tidak membentak layaknya tersangka dewasa, dengan demikian diharapkan tersangka agar menjawab dengan jujur. Jawaban anak tersebut membuat penyidik kewalahan dengan tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaaan penyidik.

5. Faktor kebudayaan

       Sebenarnya faktor kebudayaan dan faktor masyarakat merupakan suatu kesatuan, tetapi menurut Soerjono Soekanto sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan suatu bentuk masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual dan non materiel. Selanjutnya, sebagai suatu sistem maka hukum mencakup, sturktur, substansi, dan kebudayaan.
        

       Kebudayaan merupakan suatu sistem hukum yang pada dasarnya mencakup semua nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.
  

      Ternyata faktor kebudayaan ini dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resort Klaten terjadi kendala yaitu kesadaran hukum dan pengetahuan hukum mengenai diversi dan penegakan hukum lainnya sangatlah minim. Hal ini dapat diketahui dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa orang tua anak yang menjadi pelaku tindak pidana sesuai dengan UU SPPA belum merasa memiliki kesadaran untuk memenuhi permintaan dari keluarga korban berupa ganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh anaknya. Padahal menurut penyidik PPA Kepolisian Klaten yang mengutip pepatah jawa mengatakan bahwa “sak ra nduwe-nduwene bondo, nek dinggo anak kudu digolekke”. Hal inilah yang suatu hambatan pada faktor kebudayaan dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resort Klaten.
BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam melaksanakan atau mengimplementasikan proses diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dimulai dengan tahap melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian dalam musyawarah kesepakatan diversi. Dimulai pada tahap penyidikan, penyidik unit PPA Kepolisian Resort Klaten telah memberikan fasilitas kepada tersangka/anak maupun korban/anak korban untuk didampingi oleh orang tua/wali pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, kuasa hukum, Pekerja Sosial Profesional. Terkadang pendampingan terhadap anak juga dilakukan oleh PT2PA, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya guna untuk kepentingan anak itu sendiri. Dalam hal dilakukannya penyidikan, penyidik Kepolisian Resort Klaten wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan agar penuntut umum mengetahui sejauh mana pemeriksaan terhadap anak pada tahap penyidikan agar tidak terjadinya abuse of power. Dalam tahap penyidikan kasus anak selain harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan seperti dijelaskan diatas, juga terdapat kekhususan tersendiri. Kekhususan tersebut, pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan secara kekeluargaan, maksudnya yaitu anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa pada umumnya, karena anak masih memiliki rasa takut terhadap pemeriksaan oleh penyidik. Bahwa anak tersebut diperlakukan secara kekeluargaan harapannya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak terjadi stigma dalam diri anak tersebut untuk takut terhadap aparat penegak hukum secara khusus penyidik kepolisian. Selain itu persyaratannya juga penyidik telah mengikuti pelatihan dalam memahami permasalahan mengenai anak.

2. Bahwa Faktor penghambat atau kendala dalam mengimplementasikan diversi sebagai penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Klaten  seperti yang telah dijelaskan diatas, menyebabkan tidak optimalnya kinerja Kepolisian Resort Klaten dan Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta. Ketidakoptimalan tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor-faktor penegakan hukum yang menghambat pelaksanaan diversi. Terdapat 5 (lima) faktor-faktor dalam penegakan hukum yaitu faktor hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Bahwa menurut penulis, yang menjadi titik tekannya terdapat pada faktor masyarakat, kebudayaan, fasilitas, dan penegak hukum seperti yang telah dijelaskan diatas.

B. Kritik dan Saran

       Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti memiliki saran untuk pihak-pihak terkait diantaranya:
1. Pihak Kepolisian Resort Klaten
a. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, hendaknya penyidik unit PPA Kepolisian Resort Klaten menyesuaikan peristilahan yang dipakai dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Misalnya dalam keseharian penyidik menggunakan istilah surat perintah penghentian penyidikan (SP3) tetapi dalam Peraturan Pemerintah tersebut menggunakan istilah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2). Oleh karenanya penyidik juga harus mengikuti ketentuan tersebut. 
b. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, penyidik lebih baiknya tetap menggunakan ruangan khusus anak yang menjadikan anak tidak takut dalam menjawab pertanyaan penyidik, serta tidak menggunakan seragam seperti tugas keseharian polisi. Ruangan pemeriksaan anak di Kepolisian Resort Klaten hendaknya dikondisikan hanya untuk pemeriksaan terhadap anak saja, bukan untuk yang lain. Sehingga ruangan tetap dalam keadaan baik dan kondusif jika sewaktu-waktu digunakan pemeriksaan.

2. Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta

a. Dalam menerima surat ketetapan diversi dari dari Ketua Pengadilan Negeri hendaknya langsung memberitahukan kepada Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta guna pemberitahuan untuk mengawasi dalam menjalankan kesepakatan diversi oleh anak.

b. Untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasyarakatan dalam pendampingan dan penelitian terhadap anak dan korban, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menambah kantor Balai Pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota, terkhusus kabupaten Klaten.
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